=

FERUBAHAN

Menimbang

Mengingag

ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGE]
TENTANG RENCANA KERJA PEMBAN

- WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
RATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 66  AHUN 2016

PIE

TENTANG

ANG NOMOR 11 TAHUN 2016

GUNAN DAIERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional telah disusun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang
Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Walikota Magelang
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana  Kerja
Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017;
bahwa dalam menindaklanjuti terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, yang berdampak pada perubahan urusan dan
Perangkat Daerah yang terlibat maka Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 perlu
disesuaikan dengan Perangkat Daerah yang baru.

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan walikota tentang Perubahan atas Walikota
Magelang Nomor 11Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017,

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-dacrah  Kota  Kecil  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa

Barat,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
n »

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
e

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Un%azga]'l-nman Negara (Lembaran Negara Republik
:)ec[l-oflcsin Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
n 8

Negara Nomor 4359;

Dipindai dengan CamScanner



!

10.

11.

12.

Undang—Undmig Nomor 25 Tahun' 2004 tentang Sistem
Perencanaan :Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421); '

Umllang-urnqang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pcrlml?angan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor
82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

tah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
r 137, Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Pemerin
Dana Perimbangan
Tahun 2005 Nomo

Nomor 4575);

Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pcra elolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Rer;lglblik ndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
e

Lembaran Negara Nomor 4578);

Dipindai dengan CamScanner



13.

14,

135,

16.

17,

18

19.

20.

21;

Perat

i uran PPcn;L?ﬂntah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang

- ™an ; l-cm ninaan ‘dan - Peéngawagan: Penyelenggaraan
menntahan <Daerah .« (Lembavan . Negara Republik

Indonesia Tal
#ia dTahun 2005 Nomor 165
Negara Nomor 4593); s Tambahan Lembaran

iljz"pf:::‘:nKPemcrintah Nomc.)r 8 Tahun 2006 Tentang

(Lembur It\-:luangan dan' Kinerja Instansi Pemerintah

e e n Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
» lambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

gea:‘*:Ur;:nPemeﬁntah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

(Lembaranyrzlsunan chfzana Pembangunan Nasional

P egara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
» Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

tah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembantuan (Lembaran Negara
2008 Nomor 23, Tambahan

Peraturan Pemerin
Dekonsentrasi dan Tugas
Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negera Nomor 4697);

ran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);

Peratu

tah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

uran Pemerin
Perat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Perangkat Daerah
Tahun 2016 Nomor 114);

n Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang

tura wr
Eoa ggulangan Kemiskinan,;

percepatan Penan

Dipindai dengan CamScanner



22,

23.

24.

25.

26.

27

28.

29.

30.

Pera:z 4 Presiden - Nomot* 87. Téhun" 2014 ' tentang

2011 ¢ Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
! te . : .

and , n;tf;;l?.'lg Pemben'tukan. Peraturan Perundal?g-

(ATAY
; 8’6 38“-1:311 Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
Daerahentang- R(‘encana Pembangunan Jangka Panjang
Lot Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025

an Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahup 2008

N '
p:m'm -3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
ovinsi Jawa Tengah Nomor 9);

Zeolggu:‘an Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
Daerahentzng .Repcana Pembangunan Jangka Menengah
e fovinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013

mbaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 21);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang

Tahun 2012 Nomor 4};

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota mgelang
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang

Tahun 2016 Nomor 1);

peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kotg

Magelang Nomor 55);



{

[

) L 1%
31. Peraturan Menteri Dalam

tentang. Pelaksanaan
Tahun 2008 - tentang,

Pembangunan Daerah;

32 Pel’aturan

Walikota Magelang Nomor

Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan . Pemerintah Nomor 8

Tahapan, Tatacara, Penyusunan,
Pengcnda]ian, dan  Evaluasi e

Pelaksanaan Rencana

11 Tahun 2016

'lc\t;ntang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota
agelang Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Magelang

Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

\ENETAPKAN

: PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017

Pasal ]

| Bberapa ketentuan dalam peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016

entang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang ( Berita Daerah
fota Magelang Tahun 2016 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Rencana Kerja Pembangunan Daerah
digunakan sebagai pedoman Penyusunan
[Renja PD) Tahun 2017.

* Lampiran diubah sehingga berbun‘yi
¥ang merupakan bagian tidak terpisa

Kota Magelang Tahun 2017
Rencana Kerja Perangkat Daerah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran
hkan dari Peraturan Walikota ini

Dipindai dengan CamScanner



F

Pasal 11

> walikota ini mulai berlaku pada tanggal dmndangkan
Alt

¥ tiap OFANE mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
¥ ’L (a ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

I 1[1

Ditetapkan di Magelang

e —————e

SIGIT WIDYONINDITO [ PEJABAT | Ak

1, KEPAL A
il
1.5EKRETANS | 2 -

3.KA.BID. |

pundangkan di Magelang

pdatanggal 22 Novemter 2016 1. ASISTEN \ l
1.Ka Bag
$EKRETARIS DAERAH A MAGELANG l 4

SUGIHARTO
%RITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 56

Dipindai dengan CamScanner



ncana Kerja Pemerintal
Rencana Mah Dacral (RKPD) Kota Magelang Tahun 2017 Merupakan tahun pertama
Al 1an 1rtame

ncana Pembay
rencanadn e "gunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016 2021 atay Tahag 11 ppypp

Vola

Tahun 2005-2025 memy ; o
Magelang Al kebijakan umum gan prioritas pembangunan, rancangan kerangya ey

ja dan ;
gaerah, rencana kel t Iijef;danaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2017
i amana 4 : |
Sesual hdang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistern

perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kota/ Kabupaten merupakan pedsrmar,
ntk penyusunan rancangan APBD Kota Magelang Tahun 2017,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, disysun sebagai konsekuensi dari

nom

pemberlakuan peraturan dar
cemerintah Pusal. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan

semerintah Kota dan partisipasi masyarakat serta seluruh pefaku pembangunan  (stakeholders) melaly: Forum
SKPD dan FGD serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forur
wtuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang
telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintan Daerzh dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belana
Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan
pertisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerzh
sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemeriniah Kota Magelang, juga diusulkan ke APED

Propinsi Jawa Tengah dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN.

Keberhasilan pembangunan di Kota Magelang selain dilaksanakan jajaran Pemenntah Kota Magelang

492 ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada

sehingga cita—cita masyarakat Kota Magelang sesuai visi dan misi yang lertuang dalam dokumen perencanaan

Gapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Magelang menjadi pedoman unluk menyusun
an Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2017 serta Priontas

Rancangan APBD yang dijabarkan

fédalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan d

Gan Plafon Anggaran Sementara Tahun 9017, Adapun Kaidah pelaksanaann
g 7 lidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi

ya adalah sebagai berikut.

RKPD Kota Magelang Tahun 201
pemerintah d layanan publi telapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, pnontas
intah dan pe .

~ " - ) ;
"ENCANA KERTA PEMBANGUNAN DALRAI KOTA HAGE LANG TAHUN 201 BAB VI

e e 5

Dipindai dengan CamScanner



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiona] (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421); ’

Un(.iang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Penml.)angan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik

Indonesig Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor
82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4575);

turan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
rera aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Pengelol un 2005 Nomor 140, Tambahan

. ia Tah
Republik Indonésia
L:Iibaran Negara Nomor 4578};



13.

14.

15.

16.

17.

18

19.

20.

21.

gz;turan Pemc;rintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang
pemem.an Pembinaan dan Pengawagan Penyelenggaraan
fintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2
005 Nomor 165, T,
Negara Nomor 4 593); ambahan Lembaran

E:raturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Poran  Keuangan dan Kinerja Instans; Pemerintah

(215£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
» Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negera Nomor 4697);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
E’!l Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);

merintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Peraturan Pe€ "ah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Perangkat Dae .
Tahun 2016 Nomor 114);
esiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Pr
Peratird’ Kemiskinan;

Percepatan penanggulangan

Dipindai dengan CamScanner



22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29,

30.

Peraturan Preside
Peraturan Pelak
2011 tentang
undangan;

n Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Sanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
Pembentukan Peraturan Perundang-

Peraturan Daerah Provinsi

2008 tentang Rencana P
Daerah Provinsi

(Lembaran Daerah

Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
embangunan Jangka Panjang
Jawa Tengah Tahun 2005-2025
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

Nomf:)r .3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 21);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012
tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang
'tl‘zr;lun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang

Tahun 2012 Nomor 4);

rah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Jangka Menengah Daerah Kota mgelang
(Lembaran Daerah Kota Magelang

Peraturan Daé
Pembangunan

Tahun 2016-202]
n 2016 Nomor 1});

Tahu
2016 tentang
erah Nomor 3 Tahun
Pera:)l;fﬁkag adan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Pemben

oh Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Daer:

Magelang Nomor 55);

Dipindai dengan CamScanner



VENETAPKAN

31.

32.

P .
t:;?turan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Ang  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008
entang Tahapan, Tatacars sunarn,
Pengendalian, a Penyu

dan Evaluasi  Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Peraturan  Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016

tentang  Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota

Magelang Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Magelang
Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Ta.ahun 2016
entang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang ( Berita Daerah
¥ota Magelang Tahun 2016 Nomor 11) diubah sebaga berikut :

i

‘I I Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

H

i

Rencana Kerja Pembangunan Daerah
digunakan sebagai pedoman Penyusunan

Kota Magelang Tahun 2017
Rencana Kerja Perangkat Daerah

(Renja PD) Tahun 2017.

* Lampiran diubah sehingga berbun:
Yang merupakan bagian tidak terpl

yi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
sahkan dari Peraturan Walikota ini

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 1]

|
| A_.Iratu

i walikota ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan,
tiap orang mengetahumya, memerintahkan pen

i ota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

r Bundangan Peraturan
nau‘k

Kota Magﬁlang.

ALIKOTA MAGELANG

{ SIGIT WIDYONINDITO

Jundangkan di Magelang
alatanggal 22 Novemer 206

KRETARIS DAERAH K MAGELANG

. SUGIHARTO
¥RITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR5é

Dipindai dengan CamScanner



BAB V)
PENUTUP

Kerja Pemerint
Rencana Ker] . ntah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2017 merupakan tahun pertama
encanan Rencana Femoangunan Jangka Menengan (RPJM) Tahun 2016-2021 atau Tahap

) Il RPJPD Kola
\geland Tehun 2005-2025 memuat kebijakan ymym dan prioritas pembangunan, rancangan ke

Lo band rangka ekonomi
gerh,rencana kerja 0an pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2017,

Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem

perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kota/ Kabupaten merupakan pedoman
ik penyusunan rancangan APBD Kota Magelang Tahun 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, disusun sebagai konsekuensi dar pemberlakuan peraturan dari
pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk Implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan
pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat seta seluruh pelaky pembangunan (stakeholders) melalui Forum
SkPD dan FGD serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum
uniuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang
lelzh ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan
partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemernintahan.

Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempenimbangkan kemampuan keuangan daerah,
sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemenntah Kota Magelang, juga diusulkan ke APBD
Propinsi Jawa Tengah dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN

Kebemasilan'pembanguna” di Kota Magelang selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota Magelang
433 ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada.
sehingga cita~cita masyarakat Kota Magelang sesuai visi dan misi yang teruang dalam dokumen perencanaan
€203t terwyi i itentukan.

Drz:ilﬁes::::;a}tz:: E:\::g::::rr:gdmenj::\di pedoman untuk menyusun Rancangan APBD 'yang dijabarkan
'sdeam Kebjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belnj3 tierali {KUAFBLD) Tahun 21T Asdn. Ficstias

@ Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017. Adapun Kaidah pelaksanaan

1 . 2 memuat kegiatan
RKPD ahun 2017, tidak hany ; iori
AEREge. T a memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

nya adalah sebagai berikut:

—kegiatan dalam kerangka investasi

Pemerintah dan pelayanan publik, tetapi jug

“ R - T BABWI
e —— 2= 17
O ke ERBATGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TANUN 20
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o vy
pembangunan daerah, fencana kerja an pendanaannya

baik yang dilaksanakan langsung gleh
S nendorong partisipas;
Qrganisasl Perangxa Daerah gan seluruh stakeholders pembangunan tn

pemeﬁ“tah daerah maupun yang ditempuh dengan
Masyarakat.

"Mmasuk masyarakat luas, dunia

usaha, berkewajiban dan berperan sera |
ntuk melaksanakan program
Jram-program RKpp) yey,
v a Magelang

Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya
Sebagai pedoman

n
Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dagrzh v
tahun 2017, )

RKPD ini j o 'a Magelang
' Juga disusun dengan mengikuli pendekatan baru dalam penganggsr
i i =N8anggaran
sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang euzrsr
eUolidal
Negara. e)

Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yzn
bersumber dari APBD Kota Magelang, APBD Propinsi Jawa Tengah maupun dari APBN, maka setiag
Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Organisasi Kerja Perangkat Dzerzh
(Renja OPD) Tahun 2017 sebagai penjabaran dari Rencana Starategik Organisasi Perangkat Daerzn
(Renstra-OPD).

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum OPD senz
forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untut
mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam

pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan. Program terscbut direncana

berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas

dalam pelaksanaan kebijakan dan program/ kegiatan pemban

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivilas pelaks
gjiban untuk melakukan pemantauan dan

gunan di Kota Magelang.

anaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2017, Badan Perencanaan Kota Magelang berkew, 5
menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD  tafyin 2017 ke dalam Rencana Kena

OPD) dan Kebijakan Umyhm APBD 2017 serta Priontas dan Pagu

Organisasi Perangkat Daerah (Renja-
Indikatif OPD 2017.

SIGIT WIDYONINDITO

T BAB VIR 2
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PEMERINTAH k
OTAMAG
SEKRETARIAT DARp.NG

JI Jend. Sarwo Edhi Wibowo No.2 P.O A

Telp. (0293) 63695 (5 [ines) Fax: (0283) gfg):o? -
Telex : 22716 kod mgl IA

Magelang 56101

Magelang, 24 mevember 24

Kepada :

- 180.18/647-4112

omor Yth. WALIKOTA MAGELANG

di-
MAGELANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS
, Disampaikan dengan hormat konsep : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang
Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun
2017.

Catatan . telah dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan
Dan Pembangunan Daerah Kota Magelang.

Lampiran - 1 (satu) bendel..-

#| "ohon Tanda Tangan - 6 (enam) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA MAGELANG,

NIP. 19631204 198603 1 009 4
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PEMERINT

1 AH KoTA :
Al DAN PERE MAGELANG
| Bl}]end. Sanwo EdhiWiE:],gAN “MBANGUNAN DAFERAH

: No. 2 Telp, (02
Email - bapped P. (0293) 363650 - Fax (0293) 31324
pe n:;ul_gclpngkut@gu.i:l - twitter : ((k)l:;;[rpcduk,"“nh':’ll'.clang 56101
Site : bappeda magelangkota go id e

Magelang, 21 Nopember 2016

Kepada:
Yth. SEKERTARIS DAERAH KOTA MAGELANG
C.q. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

KOTA MAGELANG
di
MAGELANG
SURAT PENGANTAR
Nomor: 045.2 /453, [ 310
™ |
N0 JENIS YANG DIKIRIM JUMLAH KETERANGAN |
1 | 2 3 4 |
| i i i ikan Peraturan Walikota
1. | Peraturan Walikota Magelang 1 (satu) | Berikut kami sampal
| tentang Perubahan Perubahan berkas MageILangttenta\r;?aIFj:;Ltlgﬂ:;elF;r;b:::]r; ]
i Atas Peraturan i _
::s }:aer:a t;r:rl:lovf allllkg':':::ahun 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja
201g&e h gta Rencana Kerja pembangunan Daerah Kota Magelang ;
Pembaﬁgunr;?-‘ Daerah Kota Tahun 2017, untuk bisa mendapat tanda
likota.
Magelang Tahun 2017. tangan Wali |
5 |
{
EMBANGUNAN
BﬂDANPERENCANAANP
BEFAES DAERAH KOTA MAGELANG
-
Utama Muda PEJABAT
pembina Ulam
p, 10601212 198903 1 018 § SEXRETARIS
‘ 3, KA BID
' LISV 818
| LA U, 346

Yy
Ny

Mo

TU': *‘Iungmna .

Y,
ﬁ;é[ .
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AH K
BADAN PER OTA
Bl thlgnbowo‘:oN??AN PEMBARNaéU(I;\Ji gyl
Email : bappegs 'g‘iﬁ;lm‘eli (0293) 263650« Fax (0299) 313, AERAH

Magelang, 2! Nopember 2016
Kepada:
Yth. SEKERTARIS DAERAH KOTA MAGELANG
C.q. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KOTA MAGELANG
di
MAGELANG

SURAT PENGANTAR
Nomor: 045.2 / 9&8,1 /310

1I‘I() JENIS YANG DIKIRIM JUMLAH KETERANGAN

11 2 3 4

1. | Peraturan Walikota Magelang 1 (satu) | Berikut kami sampaikan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Perubahan berkas Magelang tentang Perubahan Perubahan
Atas Peraturan Walikota Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor
Magelang Nomor 11 Tahun 11 Tahun 2016 Tentang RenpﬁanalKerja
2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daera_h Kota Magelang

= Pembanguna% Daerah Koti? Tahun 2017, untuk bisa mendapat tanda

L Magelang Tahun 2017. tangan Walikota.

NGUNAN
BADAN PERENCANAAN PEMBA
KEPALA DAERAH KOTA MAGELANG

jPembina Utama Muda
p. 19601212 198903 1 018
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